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ABSTRAK 

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak terutang atas penghasilan 

yang menjadi wajib pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud berupa 

gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan 

dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi 

dalam negri. Undang-Undang yang dipakai untuk mengatur besarnya tarif pajak, tata 

cara pembayaran, dan pelaporan pajak yaitu Undang-Undang No.36 Tahun 2008.  

Berdasarkan uraian diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana perhitungan pajak penghasilan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan pada Dinas 

Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Magelang. Hal tersebut dipaparkan pada 

laporan Tugas Akhir yang berjudul “Penerapan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Atas 

Gaji Karyawan Pada Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Magelang. 

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, dapat diketahui bahwa Perhitungan, 

Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 telah sesuai dengan 

Undang-Undang No.36 Tahun 2008. Perhitungan PPh 21 dilakukan oleh Badan 

Pengelolaan Pendapatan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten 

Magelang. Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 dilakukan oleh Bendahara Dinas 

Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Magelang.  

Kata Kunci: PPh Pasal 21, Pelaporan PPh Pasal 21
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 BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

 Sebagai negara kepulauan dengan populasi terbesar keempat di dunia, wilayah 

geografis Indonesia menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pemerataan 

pembangunan. Pemerataan pembangunan di Indonesia harus dilakukan agar 

kesejahteraan penduduk di Indonesia terwujud. Dalam mengatasi berbagai masalah 

seperti pemerataan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini, 

diperlukan dana yang cukup. Salah satu cara yang dapat dilakukan pemerintah dalam 

menggali sumber pendapatan yaitu melalui pajak. Di dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) tahun 2021 penerimaan pajak sendiri yaitu mencapai Rp 

1.444,5 T, terdiri atas penerimaan pajak Rp 1.229,6 T dan penerimaan dari kepabeanan 

dan cukai Rp 215 T (Kementrian Keuangan, 2019).  

 Dalam membiayai pemerataan pembangunan tersebut, pemerintah Indonesia 

memerlukan dana guna menunjang kegiatan yang akan dilaksanakan. Dana tersebut 

diperoleh Pemerintah Indonesia dari penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri 

maupun luar negeri. Salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari negeri 

yaitu penerimaan dari sektor perpajakan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara 

yang paling besar dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya (Nasir, 2019).  
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Pajak berfungsi sebagai penunjang segala aspek kebutuhan negara. Menaikkan 

pajak berarti menarik daya beli dari anggaran publik ke anggaran pemerintah lalu 

negara akan mengembalikannya kepada masyarakat dengan cara menopang kebaikan 

bersama (Mardiasmo, 2016). Peran dari pajak bagi Negara Indonesia sendiri yaitu 

dibedakan menjadi dua fungsi utama yaitu fungsi anggaran (budgetair) dan fungsi 

mengatur (regulerend). Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan Negara yang 

digunakan untuk menjalankan tugas-tugas Negara dan melaksanakan pembangunan 

serta pajak juga menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak dari 

penghasilannya kepada pemerintah yang kemudian digunakan untuk pembangunan 

dalam segala bidang. 

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang 

(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang 

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum 

(Mardiasmo, 2016). Pendapatan bagi Negara yang diperoleh dari pajak di antaranya 

adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Ekspor dan pajak 

lainnya.  

 Dari perspektif sektor bisnis, pajak adalah transfer sumber daya dari sektor 

privat ke sektor publik. Pengalihan ini akan memengaruhi daya beli atau kapasitas 

belanja sektor privat. Untuk menghindari gangguan serius terhadap operasional bisnis, 

pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik. Pajak dapat dilihat dari 
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perspektif ekonomi, sosial, atau politik. Pajak sering digunakan sebagai alat fiskal 

untuk menghasilkan pengeluaran yang dapat digunakan pemerintah untuk memenuhi 

kebutuhan warganya (Katja Ylamo, 2016).  

 Pajak memiliki beberapa manfaat bagi negara maupun bagi masyarakat di 

Indonesia. Manfaat pajak bagi negara antara lain untuk membiayai anggaran belanja 

negara, membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, seperti pengeluaran untuk proyek 

ekspor yang produktif, pembiayaan pengeluaran yang berdampak langsung kepada 

masyarakat seperti subsidi perusahaan, dan pembiayaan pengeluaran yang berkaitan 

dengan pertahanan dan keamanan negara seperti infrastruktur, bangunan, dan senjata. 

Sedangkan dari sisi masyarakat, pajak memiliki manfaat antara lain masyarakat dapat 

menikmati kebijakan pemerintah dalam kondisi genting seperti subsidi atau bantuan 

sosial, memudahkan masyarakat mendapatkan pinjaman dari bank.  

Dari manfaat yang diperoleh dari negara maupun masyarakat sendiri mereka 

wajib untuk membayar pajak. Pembayaran pajak yang dilakukan oleh negara berupa 

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan Wajib Pajak atas penghasilannya yang 

berasal dari Indonesia dan luar negeri. Salah satu pajak yang dikenal di Indonesia saat 

ini adalah Pajak Penghasilan Pasal 21. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan 

pajak yang dikenakan kepada orang pribadi maupun badan atas penghasilan yang 

didapat dalam satu tahun pajak dari Indonesia ataupun dari luar negeri.  
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Pasal 4 (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 menyatakan 

bahwa “subjek pajak penghasilan adalah penghasilan dan tambahan kemampuan 

ekonomi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari dalam atau luar negeri yang 

digunakan untuk penghasilan tersebut. Tambahan kemampuan ekonomi adalah dengan 

nama dan dalam bentuk apapun (Sukrisno, 2016). Penghasilan tersebut adalah gaji, 

honorarium, tunjangan lainnya sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang 

dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Pajak penghasilan Pasal 21 ini 

terutang pada akhir bulan pembayaran atau pada akhir bulan terutang penghasilan yang 

bersangkutan.  

 Sistem pemungutan pajak yang digunakan sebelum adanya reformasi 

perpajakan pada tahun 1983 dalam pajak pendapatan adalah Official Assessment. 

Official Assessment merupakan sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak di 

mana wewenang diberikan kepada aparat perpajakan atau fiskus untuk menetapkan 

besaran pajak yang harus dipenuhi. Sejak tahun 1984 Indonesia memasuki era baru 

sistem pemungutan pajak yaitu Self Assessment System. Self Assessment System 

merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, dan 

tanggung jawab kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan seluruh proses kewajiban 

perpajakan yaitu dari menghitung dan menetapkan besaran pajak terutang, 

menyetorkan pajak terutang kepada kas Negara, melaporkan perhitungan dan 

penyetoran serta mempertanggungjawabkan semua kewajiban yang dilakukan Wajib 

Pajak (Baguna, et al.,2017)  



 

5 

 

 Pada dasarnya dalam melakukan perhitungan pajak terdapat acuan terhadap 

Peraturan Perpajakan sebagaimana mestinya. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) 21 

dilakukan dengan acuan pada Peraturan Perpajakan atau Peraturan Direktorat Jenderal 

Pajak Nomor PER-16/PJ/2016. Hal ini dilakukan agar dalam melakukan perhitungan 

Pajak Penghasilan (PPh) oleh Wajib Pajak tidak menimbulkan kesalahan ataupun 

penyimpangan dari Peraturan Perpajakan untuk menghindari sanksi yang akan 

diperoleh Wajib pajak. 

 Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Magelang merupakan 

instansi yang melaksanakan urusan pemerintahan pada bidang pasar, bidang 

perdagangan, bidang usaha kecil dan menengah, bidang koperasi, serta bidang 

metrologi. Lembaga ini dibentuk sejak tahun 1996 yang awal mulanya bernama Dinas 

Pengelolaan Pasar Kabupaten Magelang. Berdasarkan hasil observasi seluruh 

karyawan dinas tersebut telah melakukan pembayaran pajak terkait pajak penghasilan 

secara otomatis yang dipotong dari gaji dan yang diterima sudah berupa potongan 

pajak. Dalam hal penulisan tugas akhir ini penulis tertarik untuk meneliti perhitungan 

pajak secara lebih detail sehingga penulis mengambil judul tentang “Penerapan Pajak 

Penghasilan PPh Pasal 21 Atas Gaji Karyawan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, dan 

UKM Kabupaten Magelang”.  
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1.2 Rumusan Masalah  

 Berdasarkan dasar pemikiran yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

menentukan rumusan permasalahan dalam penulisan ini adalah:  

1. Bagaimana perhitungan Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji karyawan 

pada Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Magelang? 

2. Bagaimana penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas 

gaji karyawan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten 

Magelang? 

1.3 Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan Laporan Tugas Akhir yaitu:  

1. Mengetahui perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji karyawan 

pada Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Magelang. 

2. Mengetahui penyetoran serta pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas 

gaji karyawan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten 

Magelang. 

1.4 Manfaat Penulisan 

 Adapun manfaat penulisan yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut: 

 



 

7 

 

1. Bagi Pihak Instansi 

Sebagai salah satu sumbangan pemikiran dan saran-saran yang diperoleh 

sehubungan dengan penelitian terhadap perhitungan, penyetoran, dan pelaporan 

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji karyawan pada Dinas Perdagangan, 

Koperasi, dan UKM Kabupaten Magelang. 

2. Bagi Pembaca 

Dapat menjadikan Laporan Tugas Akhir ini sebagai tambahan pengetahuan atau 

sumber referensi mengenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. 

3. Bagi Penulis  

Sebagai suatu bahan untuk mengetahui dan menambah pengalaman mengenai 

penulisannya tentang perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan 

(PPh) Pasal 21 atas gaji karyawan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM 

Kabupaten Magelang. 

1.5 Bidang Magang 

Kegiatan magang dilaksanakan di Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM 

Kabupaten Magelang pada sub bagian umum di bidang UMKM. Mahasiswa 

magang melakukan pekerjaan yang diminta yaitu menginput biodata pelaku 

UMKM yang ada di Magelang, membantu menyusun SPJ Ajuan Ganti Uang (GU) 

& Langsung (LS), dan membantu kelengkapan administrasi. 
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1.6 Lokasi Magang  

 Kegiatan Pelaksanaan Magang Dilaksanakan di : 

Nama Instansi : Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Magelang 

Alamat : Jl. Soekarno Hatta No.70, Ngentak I, Sawitan, Kec. Mungkid Kabupaten 

Magelang, Jawa Tengah. 

Kode Pos  : 56511 

Telepon  : (0293) 789426  

   
 Gambar 1.1 Lokasi Magang Disdagkop UKM Magelang 

 Sumber : https://goo.gl/maps/xbnZ29Ezthr7Q3Bb8  

1.7 Jadwal Magang 

Waktu pelaksanaan praktek magang dilaksanakan selama 3 bulan dimulai dari 

tanggal 1 Maret sampai dengan tanggal 1 Juni 2022 dan dijadwalkan 5 hari dalam 

https://www.google.com/search?sa=X&sxsrf=ALiCzsbICjsk60mo14I6maR_PufDcabVcA:1655160734850&q=dinas%20perdagangan%2C%20koperasi%2C%20dan%20ukm%20mage&ved=2ahUKEwjMjpadwqv4AhVnH7cAHZtyC74QvS56BAgIEAE&biw=1366&bih=657&dpr=1&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=1825589739592498253&lqi=CilkaW5hcyBwZXJkYWdhbmdhbiwga29wZXJhc2ksIGRhbiB1a20gbWFnZVopIidkaW5hcyBwZXJkYWdhbmdhbiBrb3BlcmFzaSBkYW4gdWttIG1hZ2WSARRjaXR5X2Rpc3RyaWN0X29mZmljZaoBLxABKisiJ2RpbmFzIHBlcmRhZ2FuZ2FuIGtvcGVyYXNpIGRhbiB1a20gbWFnZSgm&rlst=f
https://goo.gl/maps/xbnZ29Ezthr7Q3Bb8
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seminggu. Penulis akan mematuhi peraturan yang telah diterapkan oleh Dinas 

tersebut dalam melaksanakan magang.  

Tabel 1.1 Jadwal Kegiatan Magang 

 

No 

 

Keterangan 

Waktu Pelaksanaan (2022) 

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli 

 Pencarian Tempat Magang        

1 Pelaksanaan Kegiatan Magang        

2 Penulisan Term Of Reference 

(TOR) 

       

3 Penyusunan Laporan Magang        

4 Ujian Tugas Akhir        
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Dasar Perpajakan  

2.1.1 Pengertian Pajak  

Pajak memiliki kontribusi yang cukup tinggi dalam penerimaan negara. 

Pajak merupakan unsur yang penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) sehingga menjadi sumber utama dalam pembangunan bangsa. 

Agar kesadaran wajib pajak dalam memenuhi pembayaran wajib pajak 

terutangnya terpenuhi maka wajib pajak harus memahami tentang dasar-dasar 

perpajakan, dan kedudukannya dalam undang-undang dan aspek-aspek lainnya.  

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang tertera pada pasal 1 

ayat 1 “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi 

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dari uraian pajak di atas, pihak 

perorangan atau badan wajib membayar pungutan kepada negara tanpa 

mendapat imbalan apapun secara langsung melainkan pihak-pihak tersebut 
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mendapatkan manfaat dalam bentuk penyediaan fasilitas umum yang diberikan 

oleh negara. Sedangkan pengertian pajak yang dikemukakan oleh Dr. 

Soeparman Soemahamidjaja dalam makalahnya yang berjudul “Pajak 

Berdasarkan Asas Gotong Royong” adalah suatu perikatan wajib berupa uang 

tunai atau barang dagangan yang dikumpulkan oleh para ahli menurut standar 

yang sah untuk membiayai pengeluaran biaya produksi barang dan jasa kolektif 

guna mencapai kesejahteraan umum.  

2.1.2 Fungsi Pajak 

Dalam perkembangannya fungsi pajak menurut Trawocadji dan H.Sitabuana 

(2022), pajak memiliki empat fungsi dalam kehidupan bernegara, yaitu fungsi anggaran 

(budgetair), fungsi mengatur (regulasi), fungsi redistribusi pendapatan, dan fungsi 

stabilisasi. Adapun penjelasannya sebagai berikut:  

a) Fungsi Anggaran (Budgetair)  

Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan negara. Pada dasarnya negara 

membutuhkan biaya dalam proses pembangunannya. Biaya tersebut didapatkan 

dari setiap wajib pajak yang membayar pungutan kepada negara. Salah satu 

pemanfaatan pajak terkait dengan anggaran negara adalah pajak dapat 

digunakan oleh negara untuk keperluan pembiayaan rutin belanja pegawai, 

belanja barang, pemeliharaan, dan sebagainya.  
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b) Fungsi mengatur (Regulasi) 

Fungsi pajak sebagai alat untuk mencapai sebuah tujuan negara. Fungsi pajak 

ini mencerminkan kebijakan perekonomian suatu negara. Melalui kebijakan 

pajak, pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi. Berikut ini beberapa 

contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur. 

1. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% yang bertujuan untuk mendorong ekspor 

produk Indonesia di Pasar Internasional sehingga dapat menambah devisa 

negara.  

2. Kebijakan tarif PPh Final 0,5% yang diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 2018. Dengan kebijakan ini pemerintah berkeinginan 

mengurangi beban pajak pelaku UMKM serta menarik minat pelaku UMKM 

untuk masuk dalam sistem perpajakan. 

3. Pemberlakuan tax holiday, dengan adanya kebijakan ini diharapkan dapat 

menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia. 

c) Fungsi Redistribusi Pendapatan 

Fungsi pajak dalam redistribusi adalah pemanfaatan pajak untuk membuka 

lapangan pekerjaan. Dengan bertambahnya lapangan pekerjaan, maka semakin 

banyak pula penyerapan tenaga kerja sehingga akan meningkatkan pendapatan 
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masyarakat. Hal ini dilakukan pemerintah agar memastikan bahwa pendapatan 

masyarakat dapat merata. 

d) Fungsi Stabilisasi  

Untuk mengatasi fenomena kenaikan harga yang signifikan dalam jangka waktu 

tertentu secara terus menerus yang dikenal sebagai inflasi. Pemerintah harus 

menjaga keseimbangan kondisi perekonomian negara. Untuk dapat menjaga 

kestabilan perekonomian negara dapat dilakukan dengan cara mengatur 

peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, dan penggunaan pajak secara 

efektif dan efisien. Salah satu contoh fungsi stabilisasi lainnya adalah ketika 

nilai tukar uang rupiah mengalami penurunan terhadap dolar Amerika. Untuk 

mengatasi masalah tersebut, pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan-

kebijakan tertentu seperti upaya mendukung penguatan nilai tukar rupiah 

dengan cara meningkatkan meningkatkan bea masuk maupun PPN impor. 

2.1.3 Jenis Pajak 

 Menurut Siti Resmi (2019) jenis pajak dikelompokkan menjadi tiga, yaitu 

pengelompokan berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya. 

 1. Menurut golongannya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu: 

a. Pajak langsung, merupakan pajak yang dibebankan langsung kepada 

Wajib Pajak dan tidak dapat dikenakan kepada orang lain. 
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Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). 

b. Pajak tidak langsung, di mana pengenaan pajak yang dapat dibebankan 

kepada pihak lain. 

  Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

 2. Berdasarkan Sifatnya 

a) Pajak Subjektif, yang merupakan pajak yang berpusat kepada subjeknya, 

dalam artian bahwa pajak memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 

  Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).  

  b) Pajak Objektif 

Pajak yang berdasarkan objeknya, tanpa memperhatikan keadaan pribadi 

wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 

 3. Berdasarkan Lembaga Pemungutnya 

a. Pajak Pusat, merupakan pajak yang dipungut oleh aparat pemerintah pusat 

kemudian dipergunakan dalam pembiayaan keperluan Negara. Adapun yang 

termasuk ke dalam pajak pusat adalah sebagai berikut : 

1. Pajak Penghasilan (PPh). 

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 
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3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). 

4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 

5. Bea Materai. 

6. Bea Masuk, dan 

7. Cukai 

b. Pajak Daerah, merupakan pajak yang dipungut oleh aparat pemerintah 

daerah kemudian dipergunakan dalam pembiayaan keperluan daerah. Pajak 

daerah dibagi menjadi 2 (dua), yaitu dipungut oleh pemerintah provinsi dan 

dipungut oleh pemerintah Kota/Kabupaten. Adapun pajak yang termasuk ke 

dalam daerah provinsi yaitu : 

1. Pajak Kendaraan Bermotor 

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

4. Pajak Rokok 

5. Pajak Air Permukaan 

Sedangkan yang termasuk ke dalam daerah Kota/Kabupaten yaitu :  

1. Pajak Hotel 
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2. Pajak Restoran 

3. Pajak Hiburan. 

4. Pajak Parkir 

5. Pajak Air Tanah 

6. Pajak Reklame 

2.1.4 Cara Pemungutan Pajak 

  Dalam pemungutan pajak terdapat 3 (tiga) stelsel tata cara di antaranya adalah sebagai 

berikut (Waluyo,2019):  

  1. Stelsel Nyata (Riil Stelsel) 

Dalam stelsel nyata pajak dikenakan berdasarkan dengan objek pajak 

(penghasilan) yang sebenarnya. Oleh karena itu pajak akan dikenakan 

pada akhir tahun pajak yaitu setelah diketahui besarnya penghasilan yang 

sebenarnya. Dengan kata lain pengenaan pajak dengan cara ini menjadi 

realistis namun harus menunggu hingga akhir periode atau setelah 

penghasilan riil diketahui untuk dapat dikenakan pajak.   

2. Stelsel Anggapan (Fictieve Stelsel) 

Dalam stelsel anggapan pajak dikenakan berdasarkan pada suatu anggapan 

yang telah diatur oleh Undang-Undang. Misalnya penghasilan yang 
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diperoleh Wajib Pajak suatu periode dianggap bernilai sama dengan 

penghasilan yang diperoleh tahun sebelumnya, sehingga ketika pada awal 

Tahun Pajak dapat ditetapkan besaran pajak yang harus dipenuhi untuk 

Tahun Pajak Berjalan. Maka dapat disimpulkan cara pemungutan stelsel ini 

dapat dibayarkan selama Tahun Pajak Berjalan tanpa harus menunggu pada 

akhir periode. Namun hal tersebut dapat dikatakan bahwa pajak dibayarkan 

tidak berdasarkan dengan keadaan yang sebenarnya.  

  3. Stelsel Campuran 

Pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel 

anggapan. Dalam stelsel campuran ketika awal periode besaran pajak yang 

harus dipenuhi Wajib Pajak dihitung berdasarkan dengan anggapan. 

Kemudian ketika akhir periode besaran pajak yang harus dipenuhi Wajib 

Pajak disesuaikan dengan keadaan yang sesungguhnya. Dalam hal ini 

apabila besaran terutang berdasarkan kenyataan bernilai lebih besar 

daripada berdasarkan anggapan, maka Wajib Pajak harus memenuhi 

kekurangannya atau biasa disebut kurang bayar. Demikian sebaliknya, jika 

bernilai lebih kecil maka Wajib Pajak dapat meminta kelebihannya atau 

biasa disebut dengan lebih bayar. 
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2.1.5 Asas-Asas Pemungutan Pajak  

  Menurut Waluyo (2019), Asas pemungutan dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai 

berikut: 

  1. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal) 

Asas domisili adalah asas pemungutan yang berdasarkan tempat tinggal 

atau domisili seseorang. Negara memiliki hak atas pengenaan pajak dari 

seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di daerahnya. 

  2. Asas Sumber 

Asas sumber mengandung cara pengenaan atau pemungutan pajak atas 

penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak tergantung dengan adanya sumber 

penghasilan di suatu negara. Dengan artian apabila di dalam suatu Negara 

terdapat suatu sumber penghasilan maka negara tersebut memiliki hak 

untuk mengenakan pajak dengan tidak mempertimbangkan tempat tinggal 

dari Wajib Pajak tersebut. 

  3. Asas Kebangsaan 

Menurut asas kebangsaan pemungutan pihak kepada Wajib Pajak 

berdasarkan dengan status dari kewarganegaraannya.  
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2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak  

 Sistem pemungutan pajak merupakan suatu mekanisme yang dipergunakan 

dalam menghitung besarnya pajak yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak. Setiap negara 

memiliki sistem pemungutan pajak yang berbeda. Di negara Indonesia sistem 

pemungutan pajak dibedakan menjadi 3 (tiga) yang di antaranya yaitu (Mardiasmo, 

2018): 

1) Official Assessment System 

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada aparat 

pemerintah (fiskus) dalam menentukan besaran pajak terutang yang harus 

dipenuhi. Sistem ini dianut oleh Indonesia pada tahun 1983 sebagaimana telah 

direformasi dengan self assessment system yang digunakan pada saat ini.  

 2) Self Assessment System 

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib 

Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang meliputi: 

menghitung, memperhitungkan, membayar, serta melaporkan secara mandiri 

besaran pajak terutang yang harus dipenuhi. Namun dengan ketentuan tersebut 

dapat terjadi penyimpangan oleh Wajib Pajak dalam menghitung besaran pajak 

terutang, sehingga diperlukan peran dari Pemerintah sebagai pengawas dari 

para Wajib Pajak. 
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 3) With Holding System 

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak 

ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak terutang oleh Wajib 

Pajak. Pihak ketiga yang dimaksud adalah bukan aparat Pemerintah (fiskus) 

juga bukan Wajib Pajak yang bersangkutan.  

2.2 Pajak Penghasilan 

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan 

 Pajak Penghasilan (PPh) merupakan suatu pungutan yang dikenakan kepada 

wajib pajaknya sendiri antara lain orang pribadi dan badan khususnya yang 

memperoleh penghasilan yang diterima dalam suatu tahun pajak. Pada pajak 

penghasilan ini yang dikenakan kepada setiap wajib pajak yang menerima gaji, 

keuntungan usaha, honorarium, hadiah dan lainsebagainya. 

Menurut Resmi (2019), menyatakan bahwa Pajak Penghasilan merupakan pajak 

yang dibebankan terhadap Subjek Pajak“atas penghasilan yang diterima atau 

diperolehnya dalam masa satu tahun pajak. Pajak penghasilan yang dimaksud adalah 

pajak yang dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang 

lainnya.” 

 

 



 

21 

 

2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan 

 Menurut Resmi (2019),Didalam mengenakan pajak subjek dari PPh sendiri 

adalah sesuatu hal yang memiliki potensi guna memperoleh penghasilan dan menjadi 

tujuan utama untuk dikenakan pajak penghasilan. Pengelompokan subjek pajak 

berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 36 Tahun 2008, adalah sebagai 

berikut: 

1. Subjek Orang Pribadi 

Orang pribadi yang menjadi subjek pajak dapat berdomisili atau bertempat tinggal di 

dalam negeri atau di luar negeri. 

2. Subjek Pajak Warisan 

Warisan yang tidak terbagi sebagai satu kesatuan merupakan objek pajak alternatif atas 

nama ahli waris. 

3. Subjek Pajak Badan 

Badan dalam pengertiannya adalah suatu kumpulan orang atau dalam satu modal yang 

didalamnya terdapat satu kesatuan yang menjalankan aktivitas usaha maupun tidak 

menjalankan usaha, dimana kreteria badan usaha meliputi beberbagai jenis seperti 

perseroan terbatas, perseroan komoditer, badan udaha milik negara, badan usaha melik 

daerah, dan nama lainnya dan dalam bentuk apapun ataupun lembaga dan organisasi 

lainnya. 
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4. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT) 

Badan Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak 

berdomisili di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 

183 hari dalam kurun waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan maupun tidak 

bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan 

di Indonesia. 

2.2.3 Objek Pajak Penghasilan 

Menurut Resmi (2019),“Objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu 

setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau di peroleh Wajib Pajak, baik 

yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang dapat digunakan untuk 

konsumsi dan menambah kekayaan Wajib Pajak dalam bentuk apapun.”  

Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, 

penghasilan yang termasuk objek pajak yaitu: 

1. Imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima termasuk gaji, upah, 

tunjangan, honorarium, atau imbalan bentuk lainnya. 

2. Hadiah dari undian atau pekerjaan, seperti hadiah undian tabungan, hadiah dari 

pertandingan olahraga, dan sebagainya. 

3. Laba Usaha. 

4. keuntungan karena penjualan atau pengalihan aset. 
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2.2.4 Tarif Pajak Penghasilan 

Tarif pajak merupakan tarif berupa persentase yang dipergunakan dalam perhitungan 

besaran tarif pajak yang terutang yang harus dipenuhi setiap Wajib Pajak. Macam-

macam tarif menurut Mardiasmo (2012:35) adalah sebagai berikut: 

1. Tarif Pajak Tetap 

Tarif pajak tetap adalah tarif pajak yang jumlah nyatanya tetap dan tidak 

mempertimbangkan jumlah yang merupakan Dasar Pengenaan Pajak. Sebagai contoh 

yaitu tarif Bea Materai dalam cek dan Bilyet giro dengan jumlah berapapun yaitu 

sebesar Rp10.000,00. 

2. Tarif Pajak Sebanding 

Dalam tarif pajak sebanding atau proporsional ini berupa persentase tetap terhadap 

jumlah yang dikenai pajak atau disebut dengan Dasar Pengenaan Pajak. Misalnya, 

penyerahan Barang Kena Pajak akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

sebesar 11%. 

3. Tarif Pajak Meningkat (Proggresive) 

Dalam tarif pajak meningkat ini tingkat tarif akan jauh lebih tinggi jika jumlah yang 

dikenakan pajak atau Dasar Pengenaan Pajaknya juga lebih tinggi. Misalnya dalam 

estimasi Pajak Penghasilan. 
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4.Tarif Pajak Menurun (Degresif) 

Dalam tarif pajak menurun ini tarif yang digunakan akan lebih rendah dengan asumsi 

jumlah yang dikenakan pajak atau Dasar Pengenaan Pajaknya lebih tinggi. 

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 21 

2.3.1 Pajak Penghasilan Pasal 21 

 Menurut Waluyo (2012:236), “PPh 21 meliputi gaji, upah, iuran, tunjangan, dan 

bentuk pembayaran lain atas nama apapun yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa, atau 

kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.”  

 Berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 

menerangkan bahwa: Penghasilan merupakan setiap bagian dari tambahan kemampuan 

secara ekonomis yang telah diterima oleh wajib pajak dalam hal ini orang pribadi atau 

badan, yang dimana bersumber atau berasal dari dalam negri atau Indonesia maupun 

luar yakni di luar indonesia, yang fungsinya untuk dipakai untuk konsumsi atau 

menambah kekayaan pada wajib pajaknya sendiri, dengan nama dan bentuk apapun 

2.3.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21  

 Yang menjadi pedoman atau dasar hukum dalam pemotongan Pajak 

Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah sebagai berikut :  
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1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan. Terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Harmonisasi Peraturan Perpajakan. 

2. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman 

Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 

dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 terkait pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. 

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, 

dan kegiatan orang pribadi.  

2.3.3 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 

 Termasuk sebagai penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 

di antaranya yaitu: 

1. Penghasilan yang didapat bagi pegawai tetap, baik yang bersifat sistematis maupun 

tidak sistematis. 

2. Penghasilan yang didapat bagi penerima pensiun secara sistematis seperti uang 

pensiun, tunjangan dan semacamnya. 

3. Penghasilan bagi pegawai tidak tetap ataupun tenaga kerja lepas seperti berupa upah 

harian, mingguan, satuan, borongan ataupun upah yang diberikan secara konsisten. 



 

26 

 

4. Uang pesangon, manfaat pensiun Tunjangan Hari Tua (THT), maupun Jaminan Hari 

Tua (JHT) yang diberikan segera, di mana pemberiannya melebihi jangka waktu 2 

(dua) tahun sejak pegawai berhenti dari pekerjaan. 

5. Kompensasi bagi peserta kegiatan yang mencakup uang saku, uang representasi, 

uang rapat, honorarium, hadiah atau hibah melalui nama apapun dan dalam struktur 

apapun serta penghargaan yang sebanding dengan nama apapun. 

6. Kompensasi bagi bukan pegawai yang meliputi honorarium, komisi, biaya, serta 

imbalan yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilaksanakan. 

7. Penghasilan dalam bentuk honorarium atau kompensasi yang tidak dapat diprediksi 

atau tidak sistematis yang diterima atau diperoleh bagi anggota dewan komisaris 

ataupun dewan pengawas yang tidak termasuk Pegawai Tetap pada perusahaan yang 

sama. 

8. Penghasilan dalam bentuk penarikan dana pensiun bagi peserta program pensiun 

yang mana masih berstatus sebagai pegawai, berasal dari subsidi dana pensiun yang 

pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan. 

9. Penghasilan dalam bentuk jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus ataupun imbalan 

lain secara tidak sistematis diterima atau diperoleh bagi mantan pegawai. 

10. Perolehan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang lain melalui nama dan 

dalam bentuk apapun yang diberikan kepada: 
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a. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bersifat final; atau 

b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 berdasarkan standar 

norma penghitungan khusus.  

2.3.4 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang 

merupakan: 

a) Pegawai 

b) Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, 

atau jaminan hari tua termasuk ahli warisnya 

c) Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan 

pekerjaan jasa meliputi: 

1. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, dokter, 

akuntan. 

2. Pemain musik, pembawa acara, penari, pelukis, dan seniman lainnya. 

3. Olahragawan. 

4. Penasihat, pengajar, pelatih, dan moderator. 

5. Pengarang, peneliti, dan penerjemah. 
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6. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer, dan sistem 

aplikasinya. 

7. Agen iklan. 

8. Pengawas atau pengelola proyek. 

2.3.5 Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 

 Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 pada 

bagian pasal 2 yang menjadi pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di antaranya 

yaitu : 

1. Pemberi kerja orang pribadi maupun badan yang memberikan tingkat upah, 

kompensasi, honorarium, tunjangan, dan berbagai hadiah yang disebut sebagai 

pembayaran untuk pekerjaan atau administrasi yang dilakukan oleh pegawai maupun 

bukan pegawai. 

2. Pemegang kas Pemerintah atau yang biasa disebut bendahara pemerintah yang 

memberikan tingkat upah, kompensasi, honorarium, tunjangan, serta pemberian lain 

dalam pekerjaan, jabatan, jasa, maupun kegiatan. 

3. Dana pensiun, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JamSosTek), 

serta badan pengurus lainnya yang membayar uang pensiun ataupun jaminan hari tua. 

4. Orang pribadi maupun badan yang memberikan honorarium atau pembayaran lain 

yang disebut sebagai imbalan yang berkaitan dengan jasa, kegiatan yang dilakukan oleh 
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orang pribadi dalam negeri atau luar negeri serta kepada peserta pendidikan, pelatihan, 

dan magang. 

5. Penyelenggara kegiatan yang memberikan honorarium, penghargaan, atau hadiah 

pada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan kegiatan. 

 Yang tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak 

sebagaimana disebutkan di atas yaitu : 

1. Kantor perwakilan negara asing 

2. Organisasi Internasional 

3. Pemberi kerja orang pribadi yang mempekerjakan orang pribadi dalam pekerjaan 

rumah tangga atau bukan sehubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. 

2.3.6 Tarif Pajak Penghasilan PPh Pasal 21  

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2008, besarnya tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas PTKP bagi wajib 

pajak dalam negeri, sebagai berikut:  

Tabel 2. 1 Daftar Tarif Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

Rp 0 s.d. Rp50.000.000 5% 

>Rp50.000.000 s.d. Rp250.000.000 15% 

>Rp250.000.000 s.d. Rp500.000.000 25% 

>Rp500.000.000 30% 
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Besaran tarif PTKP Tahun 2016 yang sesuai dengan peraturan dari Menteri Keuangan 

PMK: 101/PMK.010/2016 yaitu: 

Tabel 3. 1 Besaran Tarif PTKP Tahun 2016 

No Keterangan  Setahun (Rp) Sebulan (Rp) 

1 Wajib Pajak Orang Pribadi 54.000.000 4.500.000 

2 Tambahan bagi WP yang kawin 4.500.000 375.000 

3 Tambahan bagi setiap kerabat yang terikat 

darah dan keluarga semenda dalam garis 

keturunan lurus dan anak angkat 

tanggungan penuh maksimal 3 (tiga) 

orang untuk setiap keluarga. 

 

4.500.000 375.000 

4 Tambahan bagi istri yang penghasilannya 

digabung dengan penghasilan suami 

54.000.000 4.500.000 

Bagi istri, di mana suami istri punya masing-masing NPWP, maka PTKP istri adalah 

TK/0 (Dianggap tidak kawin dan tidak punya tanggungan). 

 *TK/0  =Rp. 54.000.000 

 *K/1  =Rp. 58.500.000 

 *K/2  =Rp. 63.000.000 

 *K/3  =Rp. 67.500.000 

2.3.7 Perhitungan PPh Pasal 21 

 Penghitungan PPh 21 atas penghasilan pegawai tetap yaitu (yahya, 2017): 
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a. Perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, pertama-tama harus 

mencakup semua gaji, semua jenis tunjangan, lembur dan pembayaran berkala lainnya 

termasuk pembayaran serupa, yang diterima selama bulan tersebut, termasuk semua 

penghasilan kotor yang diperoleh. 

b. Premi yang dibayarkan oleh pemberi kerja peserta Program BPJS Ketenagakerjaan, 

Jaminan Santunan Tenaga Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua 

(JHT) dan Jaminan Kesehatan (JPK) merupakan pendapatan pegawai. Ketentuan 

serupa berlaku untuk premi asuransi kesehatan, asuransi kompensasi pekerja, asuransi 

jiwa, asuransi wakaf, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan pengusaha kepada 

perusahaan asuransi lain atas nama karyawannya. Saat menghitung pajak penghasilan 

berdasarkan Pasal 21, premi asuransi digabungkan dengan penghasilan kotor yang 

dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pekerja. 

c. Penghasilan bersih bulanan dihitung dengan mengurangi penghasilan kotor bulanan 

dan iuran pensiun, iuran pensiun dan/atau iuran jaminan hari tua yang dibayarkan oleh 

pekerja kepada Dana atau BPJS Ketenagakerjaan melalui pemberi kerja. 

yaitu Pendapatan Bersih Tahunan yang Dihitung 

d. Menghitung penghasilan bersih setahun, yaitu jumlah penghasilan bersih sebulan 

dikalikan 12. 

e. Penghasilan Kena Pajak didapatkan dari penghasilan bersih tahunan dikurangi 

dengan PTKP.  
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f. Setelah itu dihitung PPh Pasal 21 Sebulan yaitu sebesar jumlah PPh Pasal 21 setahun 

atas penghasilan neto dibagi dengan 12. 

2.3.8 Pelaporan PPh Pasal 21  

Menurut Lydia Heryanto (2017), “Pemotongan pajak harus dilaporkan ke KPP tempat 

Wajib Pajak terdaftar paling lambat tanggal 20 bulan takwim berikutnya dengan 

menggunakan SPT. Sedangkan pelaporan pajak dengan menggunakan e-filling yaitu 

sistem pelaporan SPT menggunakan sarana internet tanpa melalui pihak lain dan tanpa 

biaya apapun, sehingga memudahkan Wajib Pajak dalam pembuatan dan penyerahan 

laporan SPT tetapi apabila terjadi kesalahan atau error dalam jaringan, Wajib Pajak 

harus mengulang dari langkah awal. 
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BAB III 

ANALISIS DESKRIPTIF 

3.1 Data Umum 

3.1.1 Gambaran Umum  

Disdagkop UKM Kabupaten Magelang merupakan instansi yang melaksanakan 

urusan pemerintahan dalam bidang pasar, bidang perdagangan, bidang UKM, bidang 

koperasi, serta bidang metrologi. Dalam melaksanakan kegiatannya instansi ini 

berpedoman terhadap visi dan misi. Visi merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh 

instansi tersebut. Sedangkan misi merupakan proses yang dilakukan oleh instansi 

tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

 Untuk mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan, maka implementasi misi 

harus dilakukan dengan baik. Adanya visi merupakan suatu hal yang penting bagi 

kehidupan instansi tersebut di masa yang akan datang. Tujuan dari adanya visi bagi 

suatu instansi yaitu: 

1) Mencerminkan hal-hal yang ingin dicapai oleh suatu instansi di masa yang akan 

datang 

2) Memberikan arah serta fokus strategi yang jelas bagi suatu instansi 

3) Menjadi hal yang dapat menyatukan adanya berbagai macam gagasan strategik 
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4) Memiliki orientasi terhadap masa depan 

 Sejarah dari proses berdirinya Dinas ini terjadi melalui beberapa tahap dari 

tahun ke tahun. Tahap-tahap tersebut meliputi: 

1) Pada awal berdiri, instansi ini bernama Kantor Pengelolaan Pasar yang mana 

sebelum berdiri sendiri instansi ini tergabung dengan Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten Magelang.  

2) Sebelumnya Kantor Pengelolaan Pasar ini berbentuk dinas dengan nama Dinas 

Pengelolaan Pasar Kabupaten Magelang yang didasarkan pada Peraturan Daerah 

Nomor 9 Tahun 1996 tanggal 21 Oktober 1996 tentang Pembentukan, Kedudukan, 

Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten 

Magelang. 

3) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2000 mengenai Pembentukan, 

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah 

Kabupaten Magelang, pada tanggal 22 Desember 2000 Dinas Pengelolaan Pasar 

Kabupaten Magelang, pada tanggal 22 Desember 2000 Dinas Pengelolaan Pasar 

Kabupaten Magelang telah diundangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang 

Nomor 22 Tahun 2000 Seri D dan Nomor 16 Tanggal 22 Desember 2000. 

4) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Kabupaten Magelang Nomor 25 Tahun 2004, 

Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Magelang berubah nama menjadi Dinas Pasar 

Kabupaten Magelang. 
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5) Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 31 Tahun 

2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, instansi ini berubah dan 

bergabung menjadi Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Magelang. 

6) Pada tanggal 31 Desember 2016 serta berdasarkan Peraturan Pemerintah Kabupaten 

Magelang Nomor 62 Tahun 2016, instansi ini berubah menjadi Dinas Perdagangan, 

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magelang. 

3.1.2 Visi dan Misi 

  A. Visi 

Visi Kabupaten Magelang : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten 

Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah” 

1. Sejahtera : memiliki makna kondisi yang dapat terpenuhi kebutuhan 

ekonomi (materiil) maupun sosial (spiritual), dengan kata lain kebutuhan dasar 

masyarakat telah terpenuhi secara lahir batin secara adil dan merata.  

2. Berdaya Saing : memiliki makna kemampuan masyarakat untuk 

mencapai kemajuan yang lebih tinggi serta berkelanjutan di tengah persaingan 

dengan daerah lain baik domestik maupun internasional. Hal ini dilakukan 

dengan cara memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sehingga menjadi 

keunggulan kompetitif.  
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3. Amanah : memiliki makna keinginan kuat untuk mewujudkan 

pemerintahan yang demokratis, baik dan bersih yang ditandai dengan 

transparansi, partisipasi, inovasi dan akuntabel, sehingga mampu menciptakan 

dan menjaga solidaritas, kepercayaan, kejujuran, kerja sama, dan komitmen 

yang baik dalam pelayanan publik.  

B. Misi 

 Misi yang digariskan untuk pengembangan Kabupaten Magelang Tahun 2019-

2024 adalah: 

1. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia. 

2. Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap 

menjaga kelestarian lingkungan hidup. 

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah. 

3.1.3 Struktur Organisasi 

 Berdasarkan Keputusan Bupati Magelang Nomor 62 Tahun 2016 tentang 

kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perdagangan, 

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magelang. 
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Gambar 2.1 Struktur Organisasi Disdagkop UKM Kabupaten Magelang 

Sumber : (Peraturan Bupati Magelang Nomor 62 Tahun 2016)  

3.1.4 Job Description Tugas dan Fungsi 

 Adapun tugas dan fungsi pokok dari Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil 

dan Menengah Kabupaten Magelang. 

1. Tugas Pokok Disdagkop UKM Kabupaten Magelang 

 Disdagkop UKM Magelang memiliki tugas pokok untuk melaksanakan urusan 

pemerintah di bidang pasar, bidang perdagangan, bidang UKM, bidang koperasi, serta 

bidang metrologi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang 

diberikan kepada daerah. 
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2. Fungsi Disdagkop UKM Kabupaten Magelang adalah: 

 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten 

Magelang melakukan fungsinya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 1, 

meliputi: 

a. Merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan seluruh bidang. 

b. Melaksanakan koordinasi kebijakan yang berkaitan dengan seluruh bidang. 

c. Melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan seluruh bidang. 

d. Melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan bidang pasar, bidang 

perdagangan, bidang usaha kecil dan menengah, serta bidang metrologi. 

e. Melaksanakan fungsi kesekretariatan Disdagkop UKM Magelang. 

3.2 Data Khusus 

3.2.1 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 

  Dalam melakukan perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 terhadap gaji 

pegawai pada Disdagkop UKM Kabupaten Magelang dengan menganalisis 10 orang 

pegawai sesuai dengan sampel yang ditentukan terdiri dari 6 orang pegawai golongan 

IV/A, 2 orang pegawai golongan III/D, dan 2 orang pegawai golongan III/A yang 

statusnya sesuai dengan kondisi wajib pajak, yaitu: TK (Tidak Kawin), dan K/1 (Kawin 

mempunyai 1 anak).  
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Tabel 4. 1 Daftar Penghasilan Bruto 

Nama Gol Status Penghasilan 

Bruto (Rp) 

Hardan Listijanto, SH. IV A K/1 6.457.511 

Pantjaraningtyas Putranto IV A K/1 6.290.118 

Aslachudin, S. Sos. IV A K/1 6.596.038 

Drs., Arif Budi Prasetya IV A K/1 6.596.038 

Drs., Bambang Istiyono IV A TK/0 5.427.536 

Hery Purwanto, SP. III D TK/0 6.218.957 

Isnaini Arum, SE III D K/1 4.562.836 

Budi Saraswati, SE.. III A TK/0 3.628.526 

Faradilla S.T III A TK/0 2.972.235 

Tri Handayani, SP., M. Ec. IV A TK/0 5.275.279 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diambil penjelasan sebagai berikut: 

1. Penghasilan bruto didapatkan dari total keseluruhan dari gaji pokok ditambah 

dengan tunjangan istri maupun suami dan tunjangan anak, tunjangan eselon, tunjangan 

fungsi umum, tunjangan fungsional tunjangan khusus, tunjangan terpencil, tunjangan 

beras, tunjangan pajak, Tunjangan Asuransi Kesehatan (AsKes), Tunjangan Jaminan 

Kecelakaan Kerja (JKK), Tunjangan Jaminan Kematian (JKM) dan Tabungan 

Perumahan Rakyat (Tapera). 
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Contoh: 

1. Pegawai atas nama Hardan Listijanto, SH memiliki penghasilan bruto sebesar Rp. 

6.457.511 yang didapatkan dari perhitungan penjumlahan dari: 

Gaji pokok sebesar Rp. 4.555.800, tunjangan istri sebesar Rp. 455.580, tunjangan 

eselon sebesar Rp. 980.000, tunjangan beras sebesar Rp. 144.840, tunjangan pajak 

sebesar Rp. 37.896, tunjangan Askes sebesar Rp. 291.644, tunjangan JKK sebesar Rp. 

10.934, dan tunjangan JKM sebesar Rp. 32.802. 

Tabel 5. 1 Perhitungan PPh Pasal 21  

 

Nama Pegawai 

(1) 

Status 

(2) 

Penghasila

n Neto 

Sebulan 

(3) 

Penghasila

n Neto 

Disetahunk

an (Rp) 

(4) 

PTKP 

(Rp) 

(5) 

PKP 

(Rp) 

(4)-(5) 

PPh 

Terutang 

Setahun 

(Rp) 

(6) 

PPh 

Terutang 

Sebulan 

(Rp) 

(6)/12 

Hardan 

Listijanto, SH. K/1 5.675.400 68.104.800 63.000.000 5.104.800 255.240 21.270 

Pantjaraningtyas 

Putranto K/1 5.536.200 66.434.400 63.000.000 3.434.400 171.720 14.310 

Aslachudin, S. 

Sos. K/1 5.841.800 70.101.600 63.000.000 7.101.600 355.080 29.590 

Drs., Arif Budi 

Prasetya K/1 5.841.800 70.101.600 63.000.000 7.101.600 355.080 29.590 

Drs., Bambang 

Istiyono TK/0 4.752.800 57.033.600 54000000 3.033.600 151.680 12.640 

Hery Purwanto, 

SP. TK/0 5.521.700 66.260.400 63.000.000 3.260.400 163.020 13.585 
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Isnaini Arum, 

SE K/1 4.013.300 48.159.600 54.000.000 -  - - 

Budi Saraswati, 

SE.. TK/0 3.171.900 38.062.800 54.000.000 -  - - 

Faradilla S.T 
TK/0 2.602.900 31.234.800 54.000.000 -  - - 

Tri Handayani, 

SP., M. Ec. TK/0 4.626.300 55.515.600 54.000.000 1.515.600 75.780 6.315 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diambil penjelasan sebagai berikut : 

1. Penghasilan neto dalam 1 tahun (4) didapatkan dari penghasilan neto bulanan 

dikalikan 12 bulan. 

2. PTKP (5) didapatkan dari besaran tarif PTKP Tahun 2016 tergantung dari status 

pegawainya. 

3. PKP didapatkan dari perhitungan neto yang telah disetahunkan lalu dikurangi 

dengan PTKP masing-masing pegawai. 

4. Perhitungan PPh 21 Terutang setahun (6) berdasarkan dari Tarif yang sesuai 

dikalikan dengan PTKP. Tarif yang sesuai berdasarkan perhitungan tabel 

menggunakan tarif sebesar 5%. 

5. Perhitungan PPh 21 Terutang sebulan didapatkan dari perhitungan PPh 21 terutang 

setahun dibagi 12 bulan. 
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Contoh:  

1. Tri Handayani, SP., M. Ec. bekerja sebagai pembina di Disdakop UKM Magelang 

dengan golongan IV/A mempunyai total gaji pokok sebesar Rp. 4.416.700 per bulan, 

dengan status belum kawin.  

Mekanisme penghitungan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah 

sebagai berikut:  

Gaji Bulanan      4.416.700 

Tunjangan     858.579 + 

Penghasilan Bruto Sebulan   5.275.279 

Pengurangan: 

Potongan      648.979 - 

Penghasilan neto sebulan   4.626.300 

Penghasilan neto setahun 

12 x Rp 4.626.300  55.515.600 

PTKP Setahun:       

-Wajib Pajak Sendiri    54.000.000 - 

Penghasilan Kena Pajak Setahun  

(Pendapatan Neto – PTKP )  = 1.515.600  

PPh Pasal 21 Terutang 
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5% x 1.515.600    = 75.780 

PPh Pasal 21 sebulan 

75.780 : 12 bulan    = 6.315 

 

2. Hardan Listijanto, SH. bekerja sebagai pembina di Disdagkop UKM Magelang 

dengan golongan IV/A mempunyai total gaji pokok sebesar Rp. 5.011.380 (K/1). 

Mekanisme perhitungan menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 adalah 

sebagai berikut:      

Gaji Bulanan      4.416.700 

Prestasi Kerja     1.446.131 + 

Penghasilan Bruto Sebulan    6.457.511 

Pengurangan: 

Potongan      782.111 - 

Penghasilan neto sebulan   5.675.400 

Penghasilan neto setahun 

12 x Rp 5.675.400  68.104.800 

PTKP Setahun:       

-Wajib Pajak Sendiri   54.000.000 – 

- Istri      4.500.000 



 

44 

 

- Anak     4.500.000 

Penghasilan Kena Pajak Setahun    63.000.000-  

(Pendapatan Neto – PTKP )  =   5.104.800  

PPh Pasal 21 Terutang 

5% x 5.104.800    =   255.240 

 

PPh Pasal 21 sebulan 

255.240: 12 bulan    =   21.270 

 Berdasarkan uraian perhitungan di atas, Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji 

pegawai Disdagkop Magelang dihitung dari penghasilan bruto yaitu gaji bulanan 

ditambah tunjangan jaminan sosial dan prestasi kerja. Hasilnya dikurangi dengan 

potongan, untuk memperoleh penghasilan bersih. Penghasilan bersih tersebut 

disetahunkan dan dikurangi dengan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang telah 

diatur dalam Undang-Undang Perpajakan, maka akan diperoleh PKP (Penghasilan 

Kena Pajak). Selanjutnya PKP dikalikan dengan tarif pasal 17 Undang-Undang Nomor 

36 Tahun 2008 untuk memperoleh utang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai.  

3.2.2 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21  

Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dilakukan oleh Direktorat 

Keuangan Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten 

Magelang melalui Teller Bank atau internet Banking. Dalam proses penyetoran 
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menggunakan kode billing yang telah diterbitkan oleh Sistem Billing Direktorat 

Jenderal Pajak. Kode billing tersebut merupakan kode identifikasi yang didapat dari E-

billing yang kemudian digunakan sebagai kode pembayaran pajak. Untuk mendapatkan 

kode billing tersebut dapat diakses di website djp http://djponline.pajak.go.id dan 

mengisi identitas di bagian menu E-billing. Website tersebut dapat diakses apabila 

sudah mempunyai Efin (Electronic Filling Number). 

Selanjutnya setelah berhasil log in akun ke dalam website menggunakan NPWP 

serta password, selanjutnya dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Klik ikon “Billing System” 

2. Melengkapi formulir Surat Setoran Elektronik (SSE) 

3. Pilih jenis pajak serta jenis setoran 

4. Pilih masa pajak yang ingin disetorkan 

5. Mengisi tahun pajak 

6. Mengisi jumlah nominal pajak yang akan disetorkan  

7. Mengisi uraian (jika diperlukan) 

8. Klik “simpan” 

9. Pilih kode billing untuk melanjutkan  

10. Kode billing berhasil dibuat 

http://djponline.pajak.go.id/
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Setelah kode billing berhasil dibuat maka Bendahara melakukan pembayaran melalui 

Teller Bank dengan menggunakan kode billing tersebut sebagai kode identifikasi. 

Apabila sudah disetorkan maka Wajib Pajak mendapatkan Nomor Transaksi 

Penerimaan Negara atau NTPN yang merupakan nomor sebagai tanda bukti 

pembayaran pajak kepada kas negara. 

 Setelah dilakukan perhitungan dan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 

21 prosedur selanjutnya adalah melaporkan pajak tersebut. Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 pasal 7 ayat (1) mengatakan bahwa Surat 

Pemberitahuan Masa paling lama 20 hari dari masa pajak berakhir. s 

 Pelaporan SPT PPh Pasal 21 dilakukan secara online, untuk melakukan 

pelaporan tersebut Wajib Pajak harus membuat e-SPT serta harus memiliki nomor 

EFIN. Di mana EFIN merupakan nomor identifikasi yang diterbitkan oleh Direktorat 

Jenderal Pajak (DJP) yang digunakan dalam melakukan perpajakan secara elektronik 

yang salah satunya adalah lapor pajak online. Untuk itu harus diperlukan tahapan 

aktivasi EFIN terlebih dahulu dengan menyiapkan dokumen sebagai berikut: 

 1. Formulir untuk aktivasi EFIN yang telah diisi  

 2. Alamat email aktif  

 3. KTP 

 4. Kartu NPWP  
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 Apabila sudah berhasil mendapatkan EFIN selanjutnya adalah mengaktifkan 

EFIN melalui aktivasi online dengan langkah sebagai berikut: 

 1. Masuk website DJP Online http://djponline.pajak.go.id kemudian “login” 

2. Klik “Daftar di sini” dan masukkan NPWP, EFIN, serta kode keamanan. Lalu 

“verifikasi” 

3. Kemudian registrasi dengan memasukkan alamat email dan nomor telepon. 

Buat password untuk login ke akun DJP Online. 

4. Klik tautan aktivasi dari DJP Online yang dikirimkan ke email kemudian 

login dengan NPWP dan password. 

5. EFIN berhasil diaktivasi.   

 Setelah berhasil mendapatkan dan mengaktivasi EFIN serta mengisi e-SPT PPh 

21 kemudian Wajib Pajak bisa melaporkan SPT PPh Pasal 21 secara online 

menggunakan E-Filling. Melalui E-Filling wajib pajak dapat mengupload CSV e-SPT 

yang telah dibuat bersama bukti setor Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Setelah 

berhasil mengunggah CSV e-SPT maka akan menerima email yang berisi kode token 

djp yang kemudian digunakan untuk pengiriman SPT yang telah diunggah setelah itu 

baru akan mendapatkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) SPT PPh 21 yang dikirim 

via email.  

  

http://djponline.pajak.go.id/


 

48 

 

 

 
Gambar 3.1 SPT pegawai 
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Gambar di atas merupakan salah satu contoh Surat Pemberitahuan (SPT). SPT 

merupakan surat yang digunakan oleh Wajib Pajak yang digunakan untuk melaporkan 

perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak, atau bukan objek pajak, harta dan 

kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT tersebut 

dibuat secara tahunan pada setiap akhir tahun tersebut. Pada gambar di atas merupakan 

salah satu contoh SPT salah satu pegawai Disdagkop yang bernama Abdur Rahman 

Karim Mujib pada masa pajak Tahun 2021. 

Setelah berhasil mengunggah SPT tersebut maka akan memperoleh Bukti Penerimaan 

Elektronik (BPE) melalui via email.  
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Gambar 4.1 Bukti Penerimaan Elektronik  

 

Gambar di atas merupakan contoh Bukti Penerimaan Elektronik yang diterbitkan oleh 

Direktorat Jenderal Pajak pegawai atas nama Abdur Rahman Karim Mujib pada masa 

pajak Tahun 2021. 
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BAB 1V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan uraian serta pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab 

sebelumnya terkait perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 

atas gaji karyawan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten 

Magelang, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:  

1. Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Magelang melakukan 

perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 telah sesuai dengan 

UU No. 36 Tahun 2008 yang berlaku di Indonesia dengan aturan pelaksanaan peraturan 

Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016.  

2. Perusahaan menerapkan sistem pembayaran bulanan di mana karyawan menerima 

gaji bulanan setiap awal bulan. Pajak penghasilan yang dikenakan kepada Wajib Pajak 

berupa gaji, upah, tunjangan, dan pembayaran lain yang berkaitan dengan pekerjaan, 

jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Wajib Pajak dalam 

negeri. Kewenangan ini sepenuhnya dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan 

Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Magelang sehingga pihak Disdagkop 

hanya membuat billing saja.  
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4.2 Saran  

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas terdapat beberapa saran yang dapat 

menjadi pertimbangan terkait perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM 

Kabupaten Magelang yaitu: 

1. Meningkatkan kualitas SDM dengan cara mengadakan pelatihan pajak atau webinar 

kepada ASN tentang cara melakukan pembayaran pajak khususnya PPh Pasal 21 

dengan menggunakan sistem aplikasi E-Billing agar ASN mengerti atau mampu 

menggunakan Aplikasi E-Billing dengan baik dalam melakukan pembayaran pajak atas 

gaji yang diperoleh.  

2. Perlunya pengetahuan tentang perpajakan terutama tentang pajak penghasilan pasal 

21 agar pegawai dapat mengecek kembali apakah pemotongan tersebut telah sesuai 

ketentuan atau tidak.  

3.  Pada daftar gaji sebaiknya ditambahkan kolom untuk mencantumkan status dari  

suami/istri  yang bekerja sebagai  PNS. 
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LAMPIRAN 

 Lampiran 1: Surat Keterangan Magang 
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Lampiran 2: Daftar Gaji Pegawai Disdagkop UKM Kabupaten Magelang 
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Lampiran 3: Cetakan e-billing PPh Pasal 21  

 


